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ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat
kemanusiaan yang semakin marak saat ini adalah kasus salah
tangkap. Apabila dicermati lebih detail, di Indonesia yang
rawan menjadi korban salah tangkap adalah orang yang miskin
dan tidak memiliki pendidikan yang rendah. Sehingga sangat
rentan untuk melakukan pembelaan dalam menempuh upaya
jalur hukum. Kejahatan terhadap korban salah tangkap
memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada praktik
penegakan hukuman banyak menimbulkan berbagai intepretasi
dan penafsiran yang berbeda-beda tentang salah tangkap itu
sendiri. Dalam kehidupan sebuah masyarakat, cenderung
memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelanggaran salah tangkap khususnya dalam
hal penganiayaan. Proses penanganan kasus sejak penyidikan
hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan
dengan akibat yang dialami oleh korban. Perhatian dan
perlindungan terhadap kepentingan korban salah tangkap
merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam
kebijakan hukum pidana.

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban
tindak pidana salah tangkap menurut hukum positif? Lantas
bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap? Jenis
Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif, yang pengumpulan datanya
melalui penelitian kepustakaan (library reasearch).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Adapun
peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap
adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 KUHAP,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia. KUHP saat ini belum berfokus
kepada dimensi viktimologi korban tindak pidana salah
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tangkap, sehingga KUHP disebut sebagai hukum sanksi. 2)
Dalam hukum pidana Islam, terdakwa memiliki hak untuk
meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang
hakim secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah,
terdakwa berhak atas kompensasi dari baitul maal
(perbendaharaan negara) selain memiliki hak untuk banding
dan mengadu kepada wali al Mazalim. Jika korban salah
tangkap mengalami pemukulan dan pencederaan (melukai),
terdakwa berhak atas kompensasi dari perbendaharaan negara.

Kata Kunci: Salah Tangkap, Perlindungan Korban, Hukum
Pidana Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang bertujuan
supaya mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga
negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945," tetapi dalam penerapan hukumnya masih
belum sesuai dengan apa yang diinginkan, khususnya dalam
penegakan hukum pidana, masih banyak masyarakat Indonesia
yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke
atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh yang
melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak pidana yang
dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik
Indonesia dalam mencari informasi ataupun pengakuan oleh
tersangka dalam melakukan penyidikan seperti kasus salah
tangkap tahun 2017 yang menimpa seorang marbot masjid di
Daerah Balaraja bernama Oman Abdurahman atau lebih
dikenal mbah oman yang ditangkap dan dipaksa untuk
mengakui perbuatan perampokan sebuah rumah di Lampung.
Lalu kemudian empat orang pengamen di cipulir yang dituduh
membunuh sesama pengamen. Mereka ditangkap tanpa bukti

yang sahsecara hukum dan dipaksa untuk mengakui

! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
1



perbuatannya dengan cara di siksa selama berada dalam
tahanan.

Pada dasarnya hukum memiliki tujuan salah
satunya adalah mewujudkan keamanan, kebahagiaan dan
ketertiban didalam masyarakat. Diantara sarjana hukum
diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah menakut-nakuti
orang agar jangan sampai ia melakukan kejahatan, baik
menakuti secara orang dalam jumlah banyak (general
preventie) ataupun menakuti orang secara tertentu yang sudah
melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di
kemudian (special preventie). Serta untuk memperbaiki dan
mendidik orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi
orang yang memiliki tabiat baik sehingga bermanfaat dalam
kehidupan bermasyarakat.’

Negara hukum atau rules of law memiliki prinsip-
prinsip yang umum dan bahkan cukup penting seperti
pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dan aturan hukum
yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga
pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum atas
tindakan mereka. Itu pasti akan berdampak pada hukum

pidana dalam hal ini.?

2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di
Indonesia, Hal 19-20

% Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP,
(Jakarta : Aksara Persada Indonesia,1987), h 51.
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Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk

melindungi orang dari kejahatan sosial. Oleh karena itu, tujuan
ini harus dipertahankan agar kejahatan tidak terjadi karena
kesalahan dalam penyidikan kasus tersebut, atau mungkin
sebaliknya. Karena orang yang tidak bersalah dianggap
sebagai penjahat dan karenanya menderita dan dihukum tanpa
dosa, metode investigasi yang tidak disengaja tidak melakukan
kejahatan (orang meninggal karena penyakit atau kecelakaan).
Dengan keutuhan hati nuraninya, para ahli hukum pidana dan
peminat kemanusiaan kemudian mengemukakan pendapat
mereka. sebagai berikut:*

“Penjahat harus dihukum, dan orang yang tidak bersalah
harus dibebaskan dari tindakan hukum karena kekeliruan.
Lebih baik sepuluh penjahat lolos daripada kekeliruan
menghukum orang yang tidak bersalah.”

Di dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia,
yaitu meliputi perlindungan terhadap korban, termasuk korban
penahanan ilegal, merupakan sebagai bentuk penghormatan,
penerapan dan jaminan hak asasi manusia. Dengan
menunjukkan kesamaan prinsip dan gagasan hak asasi

manusia, kita dapat membedakan antara negara hukum dan

4 Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Peradilan Pidana dan
Perbandingan Hukum, (Bandung : CV. Armico, 1984), h 17.
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penegakan hak asasi manusia. Ini adalah koin dengan wajah
yang berbeda.’

Sebagai sumber hukum, hukum Islam telah
menetapkan hak-hak yang harus dimiliki setiap manusia untuk
bertahan hidup, seperti hak hidup, hak pemilikan, hak
kemerdekaan, hak persamaan, dan hak pendidikan.® Mengenai
hak-hak yang harus dilindungi di atas, Al-Ghazali
sebagaimana dikutip Husein Muhammad, yang menyatakan:

Tujuan dari agama adalah untuk melindungi
kepentingan (kemaslahatan) meliputi lima hal yakni
Keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta
benda.

Mengutip dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90
Allah SWT berfirman:’

e C‘
zcho
g
C o
\—
&

oF 99 S @3 sl oYy Jady

SA. Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum
Nasional dan Hukum Internasional, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1993), h 33.

6 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:PT
Bulan Bintang, 1996), h 5.

" https://quran.kemenag.go.id/quran/per-
ayat/surah/16?from=1&t0=128

4


https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.

Korban salah tangkap juga dapat diartikan
seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau
dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan.® Korban salah tangkap telah
kehilangan hak-haknya, termasuk hak hidup, hak pemilikan,
hak kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak
untuk belajar.

Hak hidup, setiap orang mempunyai hak hidup,
bebas merdeka dan keamanan, tiada seorangpun boleh
dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau hina atau
dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.’

Hak milik menyatakan bahwa Setiap orang berhak

atas hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain. Tidak

8 Leden Merpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan
Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
1997), h 35

® Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2003), him.68
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ada orang yang boleh sewenang-wenang mengambil hak milik
orang lain.

Hak kehormatan mengatakan bahwa tidak seorang
pun boleh secara sewenang-wenang mencampuri urusan
pribadi orang lain; ini termasuk urusan rumah tangga atau
surat menyurat, dan juga tidak boleh melanggar kehormatan
atau mencemri nama baik orang lain. Setiap individu berhak
atas perlindungan hukum terhadap bentuk intervensi atau
pelanggaran seperti ini.

Hak kemerdekaan/kebebasan, di mana setiap
individu memiliki kebebasan untuk berbicara, berpendapat,
memilih pemerintah, mendapatkan kesejahteraan sosial, dan
tinggal.

Pasal 7 dari Universal Declaration of Human
Rights menyatakan bahwa setiap orang dianggap sama di
depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
tanpa perbedaan. Selain itu, menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi
yang melanggar deklarasi ini dan terhadap hasutan apapun

semacam itu.'°

10 1bid, him. 47



Salah satu cara untuk melindungi hak asasi, harkat,
dan martabat adalah dengan menuntut ganti kerugian yang
dilakukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli warisnya. Hal ini
terjadi dalam kasus di mana tersangka atau terdakwa telah
menghadapi perlakuan yang tidak sah atau tindakan yang tidak
berdasar undang-undang. Hak ini diberikan oleh KUHAP dan
peraturan perundang-undangan lainnya.'* Hal ini diatur dalam
ayat (1) pasal 95 KUHAP, yang rumusannya adalah sebagai
berikut:

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak
menuntut ganti kerugian karena telah ditangkap, ditahan,
dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain. Ini dapat
dilakukan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan
mengenai individunya atau hukum yang diterapkan.*

Tuntutan ganti rugi dalam pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber
pada perbuatan melawan hukum yang menjelaskan bahwa
setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan nama
tersangka tercemar dan tersebar luas maupun sampai

mendekam didalam penjara.

11 Kosasih, Ahmad, 2003, HAM dalam Perspektif Islam,
Jakarta: Salemba Diniyah
12| eden Marpaung, op.cit, him. 35
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Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan kehakiman, tuntutan ganti kerugian harus
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan murah, seperti yang
ditetapkan oleh KUHAP.

Dalam figh, ganti rugi disebut Diyat karena sama
dengan mengganti kerugian. Diyat adalah jumlah harta yang
spesifik. Diyat bersifat hukuman adalah harta yang diberikan
kepada korban daripada disimpan di kas negara.”® Diyat dan
ganti rugi memiliki beberapa hal yang sama dan berbeda.
Diyat berasal dari kata Arab 25 @2 dan Loy 4, yang
masing-masing berarti memberi. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, diyat adalah denda (berbentuk uang atau
barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh
seseorang. Namun, menurut Wahbah Zuhaili diyat adalah
kompensasi atau ganti rugi berupa harta yang harus
dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa."

Diyat adalah harta yang wajib atas orang yang

merdeka menurut Al-Khatib Asy-Syaibani karena kejahatan

13 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Islam. (terj. Tim
Tsalisah-Bogor) (Jakarta: PT Karisma llmu), him.88

14 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam waAdillatuhu. (terj. Abdul
Hayyie, dkk), (Jakarta: Gemalnsani, 2011), him. 498.
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terhadap jiwa atau harta lainnya.”> Menurut Abdul Qadir
Audah diyat adalah harta yang harus diberikan oleh pelaku
kepada korban atau ahli warisnya karena telah melakukan
pelanggaran hukum.*® Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2013, Ayat 40 mendefinisikan ganti rugi
(kompensasi) sebagai:  “Uqubat yang dijatuhkan hakim
kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada
korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena

jarimah yang dilakukan oleh terdakwa”.!’

Untuk fokus kasus kesalahan penangkapan atau
salah tangkap yang penulis teliti adalah yang dilakukan oleh
pihak kepolisian. Kasus salah tangkap dan salah hukuman ini
menjadi perhatian pers dan masyarakat umum setelah
diketahui bahwa tersangka tidak bersalah. Nama tersangka
bahkan tersebar luas sampai mereka mendekam di penjara.

Dengan mempertimbangkan masalah di atas,
penulis ingin mengajukan skripsi yang berjudul. “Tinjauan

Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap

1% Syeikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini, Mugni
Muhtaj, juz 1V, (Mesir: Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993), him.
53.

18 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jinayah Al-Islamy,
(Beirut: Darul Kutub, 1986), him. 551.

" Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara
Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), him. 89.
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1)

2)

dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”

Karena salah tangkap adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat
membunuh karakter seseorang, hal ini sangat menarik untuk
didiskusikan dan dipendekkan sebagai judul skripsi.
Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah diatas,
masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban salah
tangkap menurut Hukum Positif ?
Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Perlindungan Hukum Korban salah tangkap ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mempelajari bagaimana hukum pidana Islam menerapkan
ganti rugi korban salah tangkap:

Mengetahui perlindungan terhadap korban salah tangkap
menurut hukum positif.
Mengetahui perlindungan terhadap korban salah tangkap

menurut hukum pidana Islam.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai
berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan
wawasan baru tentang perlindungan hukum yang diberikan
kepada korban tindak pidana yang salah tangkap menurut
hukum positif dan dilihat dalam tinjauan hukum pidana Islam.
Selain itu, penelitian ini adalah bagian dari upaya untuk
memberikan kontribusi pikiran dalam perkembangan ilmu
pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana Islam

(jinayah).

2.  Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan kontribusi ilmu berkaitan dengan
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap
menurut hukum positif di Indonesia.

b. Dapat memberikan wawasan baru tentang bentuk
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap

menurut hukum pidana Islam.
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Tinjauan Pustaka

Penulis dapat menjelaskan dasar penelitian dan
membatasi batasan penelitian dengan menganalisis literatur
ini. Penelitian literatur dilakukan untuk menentukan kontribusi
akademik dalam bidang hukum Islam, mencegah pengulangan
dan plagiasi. Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai
referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian
ini, sehingga dapat dikaitkan dengan penelitian sebelumnya.
Tidak ada penelitian yang secara khusus membahas yuridis
perlindungan korban salah tangkap menurut hukum pidana
positif dan hukum pidana islam dalam penelitian literatur yang
dikumpulkan dari berbagai sumber. Akibatnya, penulis
menyertakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian ini.

Pertama, Skripsi karya Fahrurrozi Mahasiswa UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: Pencemaran Nama

Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan

Hukum Pidana Positif), Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa
salah tangkap dapat menyebabkan pencemaran nama baik,
luka lahir, dan luka batin karena penyiksaan selama
penyidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus

salah tangkap dan peradilan sesat yang terjadi di Indonesia
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adalah hasil dari kurangnya profesionalisme dan kinerja aparat
hukum. Ini termasuk kurangnya pengawasan dan sumber daya
manusia di aparat hukum, Untuk mencegah salah tangkap,
kekerasan, dan penyiksaan di tingkat penyidik polisi (aparat),
mereka harus meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas
mereka, baik dari sudut pandang hukum maupun masyarakat
umum. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan revisi undang-
undang yang memproteksi hak asasi manusia dalam prosedur
acara pidana (KUHAP) dan KUHP, serta kurangnya
pelaksanaan konvensi menentang penyiksaan yang telah
diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. Kasus salah
tangkap termasuk pelanggaran HAM yang sistematis dan
sangat serius. Oleh karena itu, penanganannya harus luar
biasa. Korban juga dapat menuntut penegak hukum yang salah
untuk menghukum mereka secara pidana dan perdata. Kasus
salah tangkap atau salah menghukum dapat dianggap sebagai
masalah syubhat dalam hukum Islam, yang berarti tersangka
yang melakukan jarimah gugur hukuman hudud. Hakim atau
gadhi harus lebih berhati-hati saat memvonis tersangka,
memaafkan lebih baik daripada memberikan hukuman, dan
penegak hukum atau polisi yang melakukan pelanggaran

hukum seperti menganiaya tersangka harus bertanggung jawab
13



atas perbuatan mereka. Dalam hukum Islam, hukuman gisas
adalah hukuman yang berlaku apabila seseorang cedera atau
kehilangan anggota badan karena perbuatan orang lain."
Kedua, Skripsi karya Fathul Wasik Mahasiswa
UIN Walisongo Semarang, yang berjudul : Analisis Terhadap
Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut
Hukum Pidana Islam, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ganti
rugi korban salah tangkap adalah hak seseorang untuk
mendapatkan imbalan uang atas tuntutannya karena ditangkap,
ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam
KUHAP, baik selama proses penyidikan, pemeriksaan berkas
acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan
keputusan. Jika terjadi kesalahan pada tahap awal proses atau
hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, kesalahan akan
terjadi pada tahap berikutnya, menyebabkan salah tangkap
atau vonis yang salah. Korban berhak untuk menuntut ganti
rugi dari penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim atas

tindakan melawan hukum. Perlindungan hak asasi manusia

18 Skripsi Fahrurrozi, Pencemaran Nama Baik Akibat Salah
Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif), Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2010
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(HAM) mencakup perlindungan dari kekerasan, serta hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Ketiga, Skripsi karya A. Indah Anugrah Mahasiswi
UIN Alaudin Makassar, yang berjudul Analisis Yuridis
Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor
Kabupaten Bulukambang, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa
dalam kasus salah tangkap di Kepolisian Resor Bulukumba,
seorang penyidik dimintai pertanggungjawaban karena salah
tangkap, tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan karena
kematian Syamsuddin. Jadi, penyidik yang salah tangkap
hanya akan menerima sanksi administrasi, efek jera, dan
pemulihan nama baik korban. Selanjutnya, tanggung jawab,
menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
adalah ketika seseorang harus bertanggung jawab atas segala
sesuatunya jika terjadi apa-apa yang dapat menyebabkan

penuntutan. Dengan kata lain, berkewajiban menanggung

19 Skripsi Fathul Wasik, Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti
Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam, Semarang :UIN
Walisongo, 2018.
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akibat dari tindakan seseorang, baik yang merugikan maupun
menyenangkan.?

Keempat, Jurnal penelitian oleh Hatlinsyana Seroy
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah
Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana melindungi korban
salah tangkap dan bagaimana proses penyelesaian hukum
terhadap korban salah tangkap diatur di dalamnya. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasilnya
adalah sebagai berikut: 1. Pasal | butir 10 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Bab X Bagian Satu Pasal 77 sampai
dengan Pasal 83 dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 100

KUHAP mengatur perlindungan terhadap korban salah
tangkap. Menurut Pasal 96 dan 97 KUHAP, tuntutan ganti rugi
sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah dan rehabilitasi
sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah dapat diajukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2 skripsi A. Indah Anugrah, Analisis Yuridis Terhadap Proses
Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukambang, Makassar :
UIN Alaudin, 2018.
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Pasal 7 sampai Pasal 11 memperjelas dan melengkapi pasal 95
dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian. Pasal ini belum
mengatur secara menyeluruh tentang batas waktu pengajuan
tuntutan ganti  kerugian, dasar pertimbangan yang
menyebabkan tuntutan diterima atau ditolak, dan pihak yang
bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Pasal 97 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP mengatur rehabilitasi.?*
Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa
penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian saat ini
karena penelitian sebelumnya tidak secara khusus berfokus
pada tinjauan yuridis perlindungan korban salah tangkap
menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
Penelitian  yang sebelumnya membahas bagaimana
perlindungan korban salah tangkap dan pelaksanaan ganti
kerugian akibat korban salah tangkap, tidak secara khusus
meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban tindak

pidana salah tangkap bila dianalisis dalam hukum pidana

islam. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan
terlebih dahulu yaitu sama-sama berfokus pada tindak pidana

salah tangkap secara umum.

2 Hatlynsyanna Seroy. Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP. Vol V. Lex Crimen.
2016.
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F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk menganalisis serta
mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Tentu saja, upaya untuk menemukan kebenaran
harus didasarkan pada metode ilmiah.”> Agar penelitian
menjadi lebih sistematis dan terarah, penerapan metodologi
penelitian ilmiah sangat penting.?® Untuk menyusun skripsi
ini, metode berikut digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini menggunakan jenis  pendekatan yuridis
normatif. Penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut
sebagai penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian normatif
menggunakan pendekatan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode
pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan
pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan

dengan permasalahan yang dibahas.?* Pendekatan yang

%2 Galang Taufani Suteki and Galang Taufani, ‘Metodologi
Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)’, Rajagrafindo Persada,
Depok, 2018, pp. 125-27.

% Dr Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, 2010, p. 63.

24 Ronny Hanitijo Soemitro, ‘Metodologi Penelitian Hukum
Dan Jurimetri’, Ghalia Indonesia, Jakarta, 167 (1990), p. 24.
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dilakukan dalam penulisan penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam
pengolahan dan analisis data tidak menggunakan data berupa
aangka-angka, melainkan dengan mengkaji masalah secara
mendalam. Pada penelitian ini pula menggunakan metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif.

Sumber Data
Penelitian ini dianggap kualitatif karena jenis data
yang dihasilkannya adalah informasi dalam bentuk kata-kata

dan bukan angka-angka yang dibutuhkan untuk analisis

kuantitatif. Dengan kata lain, metode kualitatif adalah jenis
penelitian yang memberikan data deskriptif dalam bentuk
tulisan tentang masalah yang dipelajari. Bahan hukum primer,
skunder, dan tersier dapat menjadi jenis data sekunder yang
digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder ini
berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan penelitian ini.”® Bahan hukum skripsi ini

adalah sebagai berikut:

% Syteki and Taufani, pp. 125-27.
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a.

Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari
sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan
berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti
mengenai tinjauan yuridis perlindungan terhadap korban salah

tangkap, yaitu buku Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.
Sumber data Sekunder

Data yang diperoleh dari orang lain atau pihak lain
daripada peneliti sendiri disebut data sekunder. Dokumen
laporan-laporan, buku-buku, artikel, dan majalah ilmiah yang
berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini merupakan
contohnya.

Sumber Tersier

Sumber Tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang
memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum,

ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan

(library reasearch) untuk mencatat dan mempelajari buku-
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buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian
kepustakaan menggunakan metode dokumentasi, yang berarti
mencari informasi atau keterangan yang benar dan akurat,
serta mendapatkan informasi dari sumber-sumber seperti buku,
notulen, transkrip, catatan, dan lainnya yang terkait.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengorganisir
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar untuk menemukan tema dan membuat hipotesa
kerja yang diusulkan dari data.®® Untuk mendapatkan
kebenaran, data digunakan dengan teknik analisis data.
Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk
menganalisis data. Maksudnya adalah bahwa analisis akan
didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah
deskriptif menganalisis semua data yang telah dikumpulkan,
diolah, dan kemudian disajikan secara keseluruhan. Sementara
itu, kaidah kualitatif ~membandingkan teori tanpa

menggunakan rumus statistik.?’

% Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian
Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), p. 183.

27 Sudarwan Danim, ‘Menjadi Peneliti Kualitatif® (Bandung:
pustaka setia, 2002), p. 41.
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G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dan penulisan
dalam skripsi ini “Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap
Korban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam” disusun ke dalam lima bab , masing-
masing terdiri dengan sub bab. Dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB | . Pendahuluan. Terdapat dalam Bab ini yakni
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
serta manfaat dari penelitian, kajian pustaka, metode dalam

penulisan dan sitematika penulisan.

BAB Il . Teori tentang korban salah tangkap menurut
hukum pidana positif maupun hukum pidana islam yang
memuat definisi korban salah tangkap, pemikiran tokoh islam
terhadap salah tangkap. Selain itu, dalam bab ini juga
dijelaskan ketentuan hukum positif bagi korban tindak pidana

salah tangkap.

BAB Il : Membahas tentang faktor-faktor terjadinya

tindak pidana salah tangkap, dan contoh tindak pidana salah
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tangkap, dan upaya hukum penyelesaian kasus korban salah

tangkap.

BAB IV . Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam terkait Perlindungan hukum terhadap korban salah

tangkap.

BAB V : Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari
berbagai uraian sebelumnya. Tujuan dari bab terakhir ini
adalah untuk menegaskan jawaban dan pokok masalah yang
telah dikemukakan, serta memberikan saran dan daftar

literatur untuk referensi.
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BAB 11

TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan

Hukum Korban Salah Tangkap dalam Hukum Positif
. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana

Korban didefinisikan sebagai pihak di dalam
hukum vyang mengalami penderitaan fisik atau mental,
kerusakan, luka, atau segala bentuk kerugian dari sudut
pandang hukum, serta dari sudut pandang ekonomi, sosial,
politik, dan budaya.

Korban memiliki peran fungsional dalam
terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya, tidak mungkin ada
kejahatan tanpa korban atau pelaku. Korban kejahatan dapat
berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Arif
Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang
mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari

tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan
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mereka sendiri atau orang lain yang melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.?

Dengan mempertimbangkan definisi korban di atas,
jelas bahwa korban tidak hanya individu atau kelompok yang
secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan
penderitaan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka;
korban juga termasuk keluarga dan tanggungan langsung
mereka, serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika
membantu mereka mengatasi penderitaan mereka.

Menurut peraturan hukum yang berlaku di
Indonesia, berikut adalah definisi korban: ;2
Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik,
psikologis, dan/atau kerugian keuangan sebagai akibat dari

tindak pidana.

28 H Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan
Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia (Refika Aditama, 2007), p. 77 <http://library.stik-
ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>.

2 Amira Paripurna and others, Viktimologi Dan Sistem
Peradilan Pidana (Deepublish, 2021), p. 70.
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Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 dari UU Nomor 27 Tahun 2004
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah
individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, atau emosional, kehilangan uang, atau
mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-
hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak
asasi manusia yang signifikan, termasuk korban dan ahli waris
mereka.

Dalam kriminologi klasik dan positivis, korban
adalah penderitaan atau kerugian yang dialami individu atau
sekelompok orang sebagai akibat dari perbuatan jahat yang
telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.*

Selain itu, korban tindak pidana secara langsung
juga dikenal sebagai korban langsung dan korban tindak
pidana yang tidak langsung baik individu maupun kelompok
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan material serta
korban penyalahgunaan kekerasan. Korban langsung adalah

korban yang secara langsung mengalami dan merasakan

%0 g Maya Indah, ‘Perlindungan Korban Suatu Perspektif
Viktimologi Dan Kriminologi’, Kencana, Jakarta, 2014, p. 27.
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penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban

langsung memiliki ciri-ciri berikut:

1) Korban adalah individu atau kelompok;

2) Mengalami kerugian, yang mencakup cedera fisik,
cedera mental, penderitaan emosional, kehilangan
pendapatan, dan pelanggaran hak dasar manusia.

3) Akibat dari pelanggaran atau kelalaian yang diatur
dalam hukum pidana di tingkat nasional dan lokal; atau

4) Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (indirect victims) adalah
korban dari tindak kejahatan pihak ketiga atau mereka yang
menggantungkan hidupnya pada korban langsung (direct
victims), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.
Korban tidak langsung juga dapat menjadi korban langsung
atau korban pencegahan.*

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa
ada beberapa perbedaan pengertian yuridis tentang korban.
Korban biasanya adalah individu atau kelompok yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial sebagai akibat

%1 Maya Indah, p. 30.
%2 Maya Indah, p. 31.
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dari tindak kejahatan tersebut. Mereka bahkan dapat
mengalami trauma Yyang berkepanjangan jika mereka
melaporkan dan memberikan kesaksian yang memberatkan
pelaku kejahatan di pengadilan.

. Pengertian Salah Tangkap
Baik KUHAP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya tidak menjelaskan definisi "salah tangkap"
(error in persona). Namun, secara teoretis, doktrin pendapat
ahli hukum dapat mencakup definisi salah tangkap (error in
persona). Salah tangkap berarti salah memahami orang yang
dimaksud atau salah memahami orangnya.

Penangkapan, penahanan, persidangan, atau
persidangan hakim sampai kasus selesai adalah semua tempat
kesalahan dapat terjadi. Pasal 95 KUHAP sebenarnya
mengatur ganti rugi, persidangan, dan persidangan terhadap
orang yang ditangkap dan ditahan tanpa alasan hukum atau
kelalaian.

Seperti yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap,
kekeliruan dalam penangkapan seseorang dikenal sebagai
disqualification in person, yang berarti bahwa orang yang
ditangkap atau ditahan mengalami kesalahan. Orang yang
ditangkap telah mengklarifikasi bahwa bukan dirinya yang
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dimaksudkan untuk ditangkap atau ditahan. Berdasarkan
Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008, Mahkamah Agung telah
menggunakan istilah lain untuk menangkap dan salah
mendakwa seseorang yang disebut sebagai kesalahan
subjektif.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Arief
Gosita menyatakan bahwa korban adalah individu yang
mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari
tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan
mereka sendiri atau orang lain yang bertindak bertentangan
dengan hak dan kepentingan orang yang menderita. Theo van
Bouven juga mendefinisikan korban sebagai individu atau
kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian
fisik atau mental, penderitaan emosial, kerugian ekonomi, atau
perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya karena
tindakan atau kelalaian.*®

Berdasarkan informasi ini, dapat disimpulkan

bahwa kesalahan yang terjadi pada orangnya bukan karena

% Undang-undang Nomor 13
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kesalahan pada objek yang didakwakan atau kesalahan pada

orang yang didakwakan. Sebaliknya, kesalahan tersebut terjadi

pada terdakwanya atau orang yang ditangkap. Beberapa

tahapan salah tangkap atau salah tangkap termasuk:*

a.

Salah tangkap selama penyidikan setelah dia dinaikkan
dari saksi menjadi tersangka dan memiliki alibi dan
bukti yang cukup, tetapi bukti tersebut tidak membawa
tersangka ke pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu
melanjutkan proses pada tahap ini.

Salah tangkap dalam proses persidangan, Kketika
terdakwa baru diketahui bahwa dia sama sekali tidak
terlibat dalam suatu tindak pidana dan

Salah tangkap ketika menjalani pidana bagi yang sudah
diputuskan adalah ketika barang bukti baru ditemukan
yang menunjukkan bahwa seseorang tidak terbukti

bersalah atas tindak pidana selama masa pidana.

Didasarkan pada penjelasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau

penyebutan untuk situasi atau keadaan di mana penegak

hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan saat melakukan

* Arif Rohman, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa

Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan), hal. 333
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penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di
pengadilan.
Dasar Hukum Perlindungan Korban Salah Tangkap

Dasar hukum yang mengatur tentang perlidungan
hukum bagi korban salah tangkap, yaitu sebagai berikut:

. Perlindungan Korban Tindak Pidana Salah Tangkap
dalam KUHAP
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur
perlindungan terhadap korban salah tangkap, dan PP No0.92
Tahun 2015 mengatur pelaksanaan KUHAP. Dalam KUHAP,
khususnya pasal 16 hingga 19, ada ketentuan yang mengatur
penangkapan sendiri. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi,
penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan
Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan
bahwa: “setiap tindakan penyidik dalam menemukan bukti-
bukti yang dapat mendukung keyakinan bahwa perbuatan
pidana atau perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pidana
itu benar-benar terjadi.”

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019

Pasal 13 menjelaskan dasar penyelidikan, yaitu :
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1. Laporan polisi; dan
2. Surat perintah penyelidikan.

Penyidik mencari bukti untuk menjelaskan
pelanggaran pidana. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, dua
bukti yang sah diperlukan untuk memidana terdakwa ialah:

a. Keterangan ahli;

b. Keterangan tersangka;
c. surat;

d. Keterangan terdakwa;
e. Petunjuk.

Dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan
bahwa: Salah tangkap tidak berarti dia harus ditangkap;
sebaliknya, orang lain harus ditangkap karena ketidaksetaraan
identitas mereka. Ini biasanya terjadi karena masalah yang

sama atau karena informasi dan hasil survei yang salah.
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1.

Sebagai pihak yang dirugikan, tersangka yang salah tangkap
harus diberikan perlindungan dalam kasus seperti ini.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan
bahwa: Proses pelaksanaan penangkapan mencakup berbagai
aspek diskusi mengenai siapa petugas yang berwenang
melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk melakukannya. Pasal 18 menetapkan prosedur
pelaksanaan penangkapan:

Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan
penangkapan. Ketentuan ini menunjukkan petugas mana
yang berhak melakukan penangkapan. Berdasarkan pasal
248 ayat (2), jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan
penangkapan kecuali dalam kapasitasnya sebagai penyidik.
Kecuali dalam kasus di mana "setiap orang berhak"
melakukan penangkapan dan bagi orang yang berwenang
dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan
"wajib" menangkap tertangkap tangan, satpam atau hansip
tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan.

Surat tugas penangkapan harus dibawa oleh petugas yang
ditugaskan untuk melakukan penangkapan. Jika tidak,
tersangka berhak untuk menolak perintah penangkapan

karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang
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b)

d)

bersifat "imperatif*. Selain itu, untuk mencegah
penangkapan yang dilakukan oleh individu yang tidak
bertanggung jawab. Akibatnya, untuk memastikan
keamanan, mencegah penyalahgunaan posisi, dan
melindungi masyarakat dari kelompok yang tidak baik.
Petugas menunjukkan surat perintah penangkapan yang
berisi penjelasan dan bukti mengenai:

Identitas, nama, umur, dan lokasi tersangka Surat perintah
penangkapan dapat dianggap "tidak berlaku™ terhadap
orang yang didatangi petugas jika identitas yang disebutkan
dalamnya tidak sesuai.

Beri penjelasan singkat atau menyebutkan alasan
penangkapan.

Memberikan penjelasan singkat tentang kasus kejahatan
yang diduga terhadap tersangka

Selanjutnya tempat pemeriksaan disebutkan dengan jelas.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1), jangka waktu

penangkapan tidak boleh lebih dari "satu hari". Jika lebih dari

satu hari, penangkapan dianggap "tidak sah" karena telah

terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian, tersangka harus

"dibebaskan demi hukum". Jika batas waktu itu dilanggar,

tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat
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meminta pemeriksaan pra-peradilan untuk menentukan apakah
penangkapan itu sah atau tidak. Mereka juga dapat menuntut
ganti rugi.

Selain melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam
sistem peradilan pidana Indonesia, memberikan perlindungan
kepada korban yang salah tangkap dan telah dijadikan
terdakwa juga menjaga asas praduga tidak bersalah (praduga
tidak bersalah). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah
memerlukan pengakuan atas asas kesetaraan di depan hukum,
yang ditunjukkan dengan kesempatan yang diberikan kepada
penunut umum untuk Dalam hal ini, KUHAP tedi berkaitan
dengan pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa.*

Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM
yang sistematis dan sangat serius. Karena itu, penanganannya
harus luar biasa. Sesuai dengan pasal 351 dan 1362
KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, korban juga
dapat menuntut penegak hukum yang salah menghukum
mereka secara pidana dan perdata, misalnya karena
penganiayaan. Dalam negara demokrasi, keadilan dan

kebenaran harus tersedia bagi semua orang. Negara harus

% Kaligis, O.C. (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi
Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Bandung: PT. Alumni.
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memenuhi syarat legalitas dengan membayar ganti rugi dan
merehabilitasi nama baik warganya yang menjadi korban salah
tangkap tanpa merasa malu atau ditekan publik.*
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan
korban salah tangkap baik melalui prosedur di institusi
kepolisian maupun sudah sampai tahap persidangan
merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam
kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik
lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada.
Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk
mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka
hak korban salah tangkap untuk dilindungi merupakan bagian
integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Berdasarkan
hukum positif yang berlaku saat ini masalah salah tangkap
telah diatur namun, setiap peraturan belum memahami secara
menyeluruh masalah korban salah tangkap. Meskipun
pertanggungjawaban pelaku sangat penting, perlindungan

korban juga sangat penting.

% M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1998, him 25-27.
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Pada awalnya Pasal 98 hingga 101 KUHAP

memberikan perlindungan kepada korban dalam sistem
peradilan pidana. Namun, KUHAP sendiri hanya membahas
penggabungan perkara. Pada tahun 2006, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban dibuat, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Undang-undang ini mengatur hak yang diberikan oleh
negara kepada korban tindak pidana yang sebelumnya tidak
diatur dalam KUHAP dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014
menjelaskan hak-hak korban.*

Kasus salah tangkpa ini tidak hanya memberikan
dampak secara fisik terhadap korban akan tetapi juga
memberikan dampak baik secara mental maupun psikis. Untuk
dampak secara fisik untuk tahap pemulihannya memanglah
tidak membutuhkan waktu terlalu lama, namun dampak yang
ditimbulkan secara mental yang dialami korban membutuhkan

waktu yang relatif sangat lama.

% Anggreany Haryani Putri and others, ‘Lemahnya
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia’, Jurnal
Hukum Pelita, 2.2 (2021), 14-29 (p. 19)
<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>.
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Perlindungan korban dapat berupa perlindungan
konkret (langsung) atau abstrak. Perlindungan abstrak pada
dasarnya merupakan perlindungan yang hanya dapat dirasakan
atau dinikmati secara emosional (psikis), seperti rasa puas.
Pada awalnya, perlindungan pada korban di sistem peradilan

pidana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 98 sampai
dengan Pasal 101. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan

Korban memuat ketentuan dasar yang jelas untuk melindungi
hak-hak saksi dan korban. Pasal 5 mencakup hak-hak
berikut:*

a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari
ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan
datang, sedang, atau telah dia berikan;

b. Berpartisipasi dalam proses menentukan dan
memilih jenis perlindungan dan dukungan keamanan

c. Memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;

d. Mendapat bantuan penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

% R Valentina Sagala, Ketika Negara Mengatur Kekerasan
Seksual (Guepedia, 2020), p. 85.
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f.  Mendapatkan informasi mengenai perkembangan

kasus;

g. Mendapat penjelasan informasi mengenai putusan
pengadilan;

h. Mengetahui tentang hal terpidana dibebaskan;

i.  Mendapatkan identitas baru;

j. Mendapat tempat kediaman baru;

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai
dengan kebutuhan;

I.  Mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai
batas waktu perlindungan berakhir.

Mengingat maraknya peristiwa korban salah
tangkap saat ini, perlindungan dari LPSK sangat diperlukan.
Potensi viktimasasi berulang terhadap korban, keluarga
korban, maupun saksi, dalam proses peradilan pidana maupun
pasca putusan pengadilan diharapkan dapat dicegah dengan
adanya perlindungan tersebut.

Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innonce)

Prinsip hukum yang dikenal sebagai praduga tidak
bersalah atau presumption of innonce, menyatakan bahwa

setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti
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bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.*

Pada dasarnya, masalah dengan penerapan asas
praduga tidak bersalah dalam kasus pidana ini adalah bahwa
tersangka atau terdakwa berada dalam kedudukan yang tidak
seimbang dengan pihak berwenang yang berkepentingan, yang
menyebabkan kekhawatiran bahwa pihak berwenang akan
melakukan tindakan sewenang-wenang. Hukum pidana,
sebagai hukum publik, mengatur kepentingan umum, sehingga
berhubungan dengan negara untuk melindungi kepentingan
umum. Kedudukan tidak seimbang ini menyebabkan
terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah tersebut di
atas, setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena
diduga melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak
bersalah sampai kesalahannya secara sah dibuktikan di
pengadilan dan diberi segala jaminan hukum yang diperlukan

untuk membelanya sesuai undang-undang.®

% https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-
bersalah-cl2663

40 https://cmkp-law.com/memahami-asas-praduga-tak-
bersalah-dalam-sistem-peradilan-indonesia/
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Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan
kepada manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua
orang, termasuk mereka yang memegang kekuasaan.** Sangat
penting bagi peraturan hukum acara pidana untuk menjamin
dan melindungi hak asasi manusia.*

Dengan demikian, masalah Hak Asasi Manusia
sudah ada sejak manusia ada. Menurut Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
No.XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, lembaga
tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan diminta untuk
menghormati, menegakkan, dan mempromosikan Hak Asasi
Manusia kepada masyarakat umum. Setiap orang harus tunduk
pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang saat
menjalankan hak dan kebebasannya karena tujuan semata-

mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan

4L Arifin, Ridwan., & Lestari, Lilis Eka. (2019). Penegakan
Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks
Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 5, (No.2), p.16.

“2 |smail, Dian Ekawaty., & Tamu, Yowan. (2009). Upaya
Perlindungan Hak - Hak Tersanngka / Terdakwa Melalui Mekanisme
Praperadilan Di Kota Gorontalo. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No. 1),
pp. 81-92.
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kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban
masyarakat.*

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum terhadap

korban salah tangkap diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33, dan Pasal 34.

Korban salah tangkap memiliki hak-hak
sebagaimana berikut:

Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup, meningkat taraf kehidupannya, hidup
tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak untuk berkembang. Setiap orang berhak untuk
memperjuangkan hak untuk berkembang, baik secara pribadi
maupun kolektif, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan
negaranya.

Hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa
diskriminasi, berhak untuk mendapatkan keadilan dengan

mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam

“3 prinst, D. (2001). Sosialisasi dan Disemisasi Penegakan
Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
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perkara pidana, perdata, maupun administrasi, dan diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,
sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
objektif dan adil oleh hakim yang jujur dan adil.

4. Hak rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman
dan tentram serta perlindungan dari ancaman yang
menghalangi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan
apa pun.

5. Hak atas kesejahteraan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk
berkembang, baik sendiri maupun bersama orang lain, untuk
mengembangkan negara, bangsa, dan masyarakatnya dengan
tidak melanggar hukum. Mereka berhak atas pekerjaan,
kehidupan yang layak, dan hak untuk membentuk serikat
pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan kehidupan
mereka.

6. Hak Anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta berhak atas
pendidikan dan pendidikan yang memadai untuk
pertumbuhannya sendiri. Selain itu, tidak ada undang-undang
yang dapat menghalangi anak dari memperoleh kebebasannya

secara tidak sah.
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Teori Persamaan di Muka Hukum (Equality Before the

Law)

Hukum memberikan jaminan dan keyakinan
tentang hak dan kewajiban setiap orang; hukum juga tidak bisa
membedakan siapa yang kaya atau miskin atau siapa yang
memiliki kekuasaan pada dasarnya, semua orang memiliki hak
yang sama. Dengan demikian, simbol keadilan adalah seorang
dewi yang ditutup kedua mata, yang berarti bahwa mereka
dapat mengadili tanpa melihat apa yang terjadi di antara
orang-orang yang bermasalah, dan seorang hakim yang tidak
boleh membedakan orang.**

Equality before the law adalah bagian dari arti rule
of law atau negara hukum menurut wikipedia yaitu prinsip
dimana keadilan di bawah pengawasan hukum yang sesuai
adalah aturan di mana setiap individu bergantung pada hukum
yang sama, tanpa individu atau perkumpulan yang memiliki
keuntungan yang sah atau tanpa ada individu atau kelompok
yang memiliki hak istimewa hukum. Setiap warga negara tidak
boleh menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan

hukum; jika terjadi kebalikannya, itu berarti diskriminasi di

44 Suharto, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara
Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan), h. 58
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depan hukum. Setiap orang bergantung pada hukum yang
sama, tanpa ada individu atau kelompok yang memiliki
keuntungan yang sah atau hak istimewa hukum.

Negara hukum imgin menempatkan penduduknya
pada keseimbangan yang sama atau setara di bawah
pengawasan hukum (bandingkan Pasal 28 d ayat (1) UUD
1945). Keseimbangan posisiberarti pengaturan penduduk
dalam perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum.
Tidak ada orang di atas hukum dapat diartikan sebagai tidak
ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada individu
tertentu sebagai subjek hukum,; jika ada subjek yang sah yang
memiliki kepentingan untuk menempatkan individu tertentu
sebagai subjek yang sah, individu tersebut dibebaskan dari
hukum yang berlaku untuk orang lain.

Equality before the law menjadi jaminan untuk
mencapai keadilan (hukum), tanpa ada pihak yang bisa lepas
dari hukum ketika terlibat dalam proses penegakan hukum.
Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip equality
before the law, yaitu jaminan bahwa setiap subjek hukum akan
mendapatkan perlakuan yang sama dan bahwa hukum tidak

akan memberi keistimewaan kepada subjek hukum lain,
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B.

karena jika terjadi demikian, hal itu dapat melanggar prinsip
equality before the law.*
Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap dalam
Hukum Pidana Islam
Jarimah Salah Tangkap

Dalam figh, istilah "jinayah™ atau "jarimah" sering
digunakan untuk menyebutkan pelanggaran hukum Islam.
Kata "jinayah" merupakan bentuk masdar dari kata "jana", dan
secara etimologis dapat berarti melakukan sesuatu yang salah
atau dosa. pelanggaran yang dilarang oleh syara' yang diancam
oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir, menurut istilah
Imam al-Mawardi..*®

Dari banyaknya pengertian salah tangkap yang
dikemukakan, diketahui bahwa unsur penting terjadinya salah
tangkap adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum
yang tidak memenuhi persyaratan prosedur dan hak hak
individu.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam tidak

menetapkan sanksi khusus untuk tindak pidana salah tangkap.

5 Abdul Selamat Nazar, Penerapan Asas Equality Before The
Law dalam Tindak Pidana Korupsi, h. 16-17.

% M H H zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH,
Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Prenada Media, 2016), p. 2.
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Dengan demikian, penulis menggiyaskan atau mengaitkan
masalah tersebut dengan hukuman ta'zir.

Dalam hal Ta’zir, terdapat beberapa hukuman
dalam jarimah takzir, yang merupakan hukuman pendidikan
atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang
hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yaitu:

a) Pidana Mati
Imam Hanafi membolehkan hukuman mati sebagai sanksi
takzir tertinggi, dengan syarat tindakan itu dilakukan
berulang kali. Imam Malik juga membolehkan hukuman
mati sebagai sanksi takzir tertinggi, dan Imam Syafi'i juga

membolehkan hukuman mati.*’

b) Pidana Dera
Jika ada perbedaan pendapat ulama tentang batas terendah
hukuman jilid dalam takzir, itu wajar. Karena masalah
jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat, Ulil Amri
berhak menetapkan batas terendah hukuman hanya demi

kepastian hukum.*®

47 A, Jazuli, Figh Jinayah, him. 188
“8 |bid.h. 192.
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1.

¢) Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

Pidana penjara memiliki batas waktu, dengan batas
terendah satu hari dan batas tertinggi tidak ada
kesepakatan. Untuk tindak pidana hudud, gisas, dan diyat,
hukuman takzir berlaku untuk semua tindak pidana, karena

hukuman ini telah ditetapkan dalam syara.*

Hukuman jarimah ta’zir memiliki jenis-jenis yang

memiliki kaitan dengan tindak pidana salah tangkap, yaitu :

Hukuman pengasingan terkait dengan pencemaran nama
baik akibat salah tangkap karena tindakan tersebut dapat
membahayakan dan merugikan orang lain. Masa hukuman
pengasingan hanya satu tahun.

Hukuman Denda: Sanksi denda dapat digunakan sebagai
hukuman utama dan dapat digunakan bersama dengan
sanksi lainnya. Hanya saja, hukuman tidak menetapkan
batas tertinggi dan rendah untuk hukuman denda ini.*°
Hukuman nasihat, seperti hukuman peringatan dan

dihadirkan di depan sidang pengasdilan, diterapkan pada

“ Alie Yafi, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, him. 84
50 Ahad Jazuli, figih jinayah, him. 209
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mereka yang melakukan pelanggaran karena Kkelalaian
daripada kebiasaan.

Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini
diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai
dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

Pemecatan (Al-‘az/), hukuman ini adalah melarang
seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari
tugas atau jabatan yang dimilikinya.

Mengumumkan Kesalahan Secara Terbuka (Tasyhir)
adalah  mengumumkan  kesalahan pelaku  kepada
masyarakat umum melalui media massa, termasuk

penayangan gambar atau wajah pelaku di layar televisi.

Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam

Kajian figh Islam menyebut korban sebagai al-

majniy ‘alaih yaitu Hak-hak hidup, hak milik, hak keamanan,
hak kehormatan, dan hak keturunan diberikan oleh Allah SWT

untuk dilindungi..”*

Dalam khazanah figih jinayah (hukum pidana

Islam), konsep perlindungan korban tindak pidana tidak

5! Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 86
<https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataltem=Abdul
Rochim C.N&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author>.
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dibahas secara khusus. Dalil-dalil yang mendorong manusia
untuk berbuat baik terhadap sesama biasanya digunakan saat
berbicara tentang perlindungan korban.*? Dalam hukum pidana
Islam, perlindungan korban hanya berlaku untuk tindak pidana
pembunuhan dan penganiayaan yang menggunakan konsep
diyat.

Dalam hukum pidana Islam (figh jinayah), korban
sebagai orang yang telah dirugikan oleh tindak pidana,
memiliki hak yang lebih terjamin. Ini berbeda dengan hukum
positif Indonesia. Tentu saja, hal ini harus diimbangi dengan
tanggung jawab yang harus dipenuhi. Karena dalam figh
jinayah, meskipun merupakan hukum pidana, sistem
peradilannya mirip dengan sistem peradilan perdata. Hakim
tidak hanya berfungsi sebagai wasit, tetapi juga sebagai juri.
Dalam hukum Islam, ada dua jenis hukuman atas tindak
pidana: Qishas juga dikenal sebagai diyat jika tindakan itu
disengaja dan diyat jika tindakan itu dilakukan dengan salah.
Hakim tidak boleh menurunkan, menambah, atau mengganti
hukuman dengan hukuman yang lain dalam hal ini. Selain itu,

penguasa tidak boleh mengampuni tindak pidana atau

52 Vivi Ariyanti, ‘Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem
Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam’, Al-Manahij:
Jurnal Kajian Hukum Islam, 13.1 (2019), 33-48 (p. 42)
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hukuman tersebut. Sementara hukum Islam melarang
penguasa memberikan permaafan atau pengampunan kepada
mereka yang melakukan pelanggaran, korban atau ahli waris
mereka diizinkan untuk memaafkan pelaku yang melakukan
pelanggaran. Jika korban atau ahli waris memaafkan pelaku
atas tindak pidana yang disengaja, kewajiban gisas digantikan
dengan pembayaran diyat.>®

Beberapa ketentuan hukum Islam dapat digunakan
untuk melindungi korban. Dalam agama Islam, martabat
manusia, hak hidup, dan hak-hak yang diberikan kepadanya
diutamakan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama ajaran Islam,
yaitu rahmatan lil ‘alamin, yang berarti bahwa keselamatan
dan kesejahteraan adalah kebutuhan utama bagi eksistensi
manusia di Bumi.

Allah  SWT telah  memerintahkan  untuk
menghormati kehidupan manusia, yang merupakan salah satu

tujuan utama dari lima tujuan syari‘at Allah SWT, magqasid al-

syarT'ah yang mencakup hal-hal berikut:**

%% Atu Karomah, ‘Pandangan Hukum Islam Tentang Korban
Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia’, Al-Qisthas, 9.Korban
Kejahatan (2019), 87-114 (pp. 102-3)

** Ariyanti, p. 43.

51



Hifz al-din, atau jaminan hak untuk menjalankan agama
dan keyakinan. Memberikan jaminan kepada umat islam
untuk mempertahankan agama dan keyakinan mereka.
Islam juga melindungi sepenuhnya kelompok agama lintas
etnis, sehingga memberikan kebebasan agama.

Hifz al-nafs, yang berarti jaminan hak hidup, yang
melindungi hak setiap jiwa manusia untuk berkembang dan
berkembang secara wajar. Dalam hal ini Islam menuntut
keadilan, yaitu hak untuk memiliki kemerdekaan dan bebas
dari kekerasan dan otoritas.

Hifz al- ‘Aql, yang berarti perlindungan atas kesehatan akal
pikiran, kebebasan untuk berkreasi, dan kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat (opini). Dalam hal ini Islam
melarang pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan,
alkohol daln lain sebagainya.

Hifz al-Nasl, yang berarti privasi dan perlindungan profesi
jaminan masa depan, dan keselamatan bagi keturunannya
(anak-anaknya). Menurut syara’, seks bebas, zina, dan
homoseksual adalah haram karena bertentangan dengan

hifz al-nasl.
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5.

Hifz al-Mal, yang berarti jaminan kepemilikan harta benda;
dan melarang mengambil hak orang lain dari harta mereka,
seperti monopoli, mencuri, korupsi, dan sebagainya.
Ketentuan dalam hukum pidana Islam, tidak ada
aturan formal yang menentukan tentang apa yang harus
dilakukan untuk melindungi korban, tetapi itu adalah diskusi
yang umum tentang tujuan hukum (al-magasid al-syariah).
Dalam menyelesaikan masalah keagamaan, kebanyakan orang
masih menggunakan figh klasik. Sebenarnya, merujuk figih
klasik tidak salah tetapi munculnya masalah baru harus
diimbangi dengan semangat menggali hukum Islam yang
dapat mengikuti perkembangan zaman. Menurut penelitian
figih, tidak ada hukum yang abadi kecuali didasarkan pada
bukti yang gath'i.”®> Sebenarnya, masalah korban ini bukanlah
hal baru. Namun, ada beberapa hal yang kurang diperhatikan
atau diabaikan, sehingga seolah-olah mereka tidak dibahas
dalam kasus tindak pidana. Mengawasi tindak pidana harus
dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan

kontribusi korban. Baik dalam keadaan sadar maupun tidak

*® Anis Fittria, ‘Social Entrepreneurship Dalam Perspektif
Magqashid Alsyariah’, Igtisad, Vol 4 No.1 (2007), p. 6.
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sadar, secara langsung maupun tidak langsung, korban dapat
memainkan peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana.*®

Korban adalah salah satu elemen yang sering
diabaikan dalam pengadilan tindak pidana. Korban sering
dilupakan. Meskipun demikian, korban adalah pihak yang
paling dirugikan dan menderita akibat tindak pidana. Hukum
Pidana Islam adalah cara untuk menegakkan keadilan,
sehingga apabila kita melihat masalah tindak pidana menurut
proporsi yang sebenarnya dalam berbagai dimensi, kita harus
mempertimbangkan peran korban (korban) dalam timbulnya
tindak pidana.
Pemikiran Tokoh Hukum Pidana Islam Terhadap Korban
Salah Tangkap

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW, utusan Allah SWT, dan memiliki petunjuk
yang bertujuan untuk membimbing manusia ke arah kebaikan
baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama rahmatan li
al-‘alamin, Islam mengajarkan manusia untuk menciptakan
keseimbangan dalam hidup mereka dengan
mempertimbangkan segala hak dan kewajiban asasinya untuk

memenuhi tujuan syariat yang mengarah pada kebaikan.

% Ariyanti, p. 44.
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Syariat Islam unik karena sifathya yang humanis. Islam
dibawa untuk mengangkat martabat dan kehormatan manusia.
Karena manusia adalah makhluk-Nya yang mulia dan
terpelihara.

Selain  melanggar hukum, kejahatan juga
merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap hak asasi
manusia orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai moral.
Syariat Islam memperhatikan setiap manusia, fisik, mental,
dan ruh, sebagai ajaran yang benar. Syariat menuntut seluruh
anggota masyarakat untuk mengontrol nafsu yang mendorong
perbuatan keji dalam kasus kesalahan penangkapan.

Pencapaian tujuan hukum Islam atau magasid al-
shariah, adalah dasar untuk perlindungan hukum bagi korban
tindak pidana. Tujuan-tujuan ini terdiri dari perlindungan
agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs),
perlindungan akal (hifz al-‘agl), perlindungan keturunan (hifz
al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Tokoh-tokoh Islam memberikan perspektif tentang
masalah kontemporer dalam studi Islam, salah satunya
berkaitan dengan tindak pidana salah tangkap yang marak

sekarang ini.
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Pemikiran Abdul Qadir Audah
Abdul Qadir Audah yang lahir pada 1906 M/1374
H., dikenal sebagai seorang hakim, ahli hukum, mujahid, dan

da‘i. Beliau melakukan suatu terobosan besar menembus
sistem hukum konvensional dengan hujjah-nya yang tajam dan
pikiran yang cemerlang. Beliau berupaya menjadikan syariat

Islam sebagai sandaran hukum konvensional.

Abdul Qadir Audah menamatkan pendidikannya di
Fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir pada 1930 dengan
predikat mahasiswa terbaik. Sebagai mahasiswa, ia dikenal
sebagai sosok yang bisa menjaga diri dari pengaruh buruk
pergaulan, terutama model pergaulan yang telah terpengaruh
budaya Barat yang waktu itu kerap dialami oleh para pemuda
dan mahasiswa.

Beliau juga seorang penulis, dan dia telah menulis
banyak buku, terutama yang berkaitan dengan hukum dan
ketatanegaraan. Sebuah buku yang luas berjudul "Ensiklopedia
Hukum Pidana Islam”, yang merupakan terjemahan dari buku
tersebut, adalah salah satu karya beliau yang sangat luar biasa
dan sangat populer di dunia Islam dewasa ini. Dengan buku

“at-Tasyri’ al-Jind’i al-Isldmiy; Muqaranan bi al-Qaniin al-
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Wadh’iy” dan telah disalin ke dalam berbagai bahasa dan
dipelajari di Perguruan-perguruan Tinggi.”’

Pemikiran Abdul Qadir Audah terhadap tindak
pidana salah tangkap yaitu menekankan pentingnya
melindungi  hak-hak individu, termasuk korban yang
mengalami salah tangkap. la juga memandang bahwa setiap
orang memilki hak tas kebebasan, kehormatan, serta keadilan.
Dalam konteks tindak pidana, Abdul Qadir Audah berupaya
mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan
kepentingan masyarakat dalam proses hukum yang berjalan

dengan adil dan proporsional.

57 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj,
Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (Jakarta: Kharisma limu, 2007), h. IX. Lihat
juga, Harry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 145-156
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BAB 111

GAMBARAN UMUM KASUS-KASUS KORBAN TINDAK
PIDANA SALAH TANGKAP DI INDONESIA

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kasus
Salah Tangkap

Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM
yang sistematis dan sangat serius. Karena itu, penanganannya
harus luar biasa. Menurut HAM, setiap orang berhak atas
perlakuan yang adil, terlepas dari kesalahannya. Selama belum
ada keputusan pengadilan, seseorang harus diperlakukan
sebagai orang yang tidak bersalah bahkan jika ada bukti yang
menunjukkan bahwa dia bersalah.

Jika anggota Polri melakukan pelanggaran dalam
menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, mereka akan
dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan kode
etik, hukum perdata, dan hukum pidana.

Penyidik kepolisian diberi wewenang untuk
melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga
bersalah, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d)
KUHAP. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan bukti

permulaan yang cukup, menurut Pasal 17 KUHAP. Pasal ini
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menunjukkan bahwa penyidik kepolisian tidak dapat
melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Ini
menunjukkan bahwa penyidik setidaknya memiliki dan
memegang barang bukti, menemukan barang curian pada
seseorang, atau memiliki saksi.”®

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian
dalam hal penangkapan mempunyai beberapa faktor penyebab.
Salah satunya ialah pelaksanaan hukum acara pidana
Indonesia (KUHAP) yang kurang diiringi dengan semangat
satu sistem terpadu oleh penegak hukum. Meskipun fungsi,
tugas, dan wewenang penegak hukum dibagi secara prinsip,
pelaksanaan tugas ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi
antar instansi penegak hukum.*®

Salah tangkap juga dapat terjadi karena kurangnya

informasi. Terkadang masyarakat memberi tahu polisi bahwa

%8 Jordy Moritz, “Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal
Terjadi Kesalahan Penangkapan”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No.
1/Jan-Mar/2015, h.154.

% Fakhrurrozi, “Pencemaran Nama Baik Akibat Salah
Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif),(Skripsi),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
2010.
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seseorang Yyang ditangkap bukan orang yang bersalah,

sehingga mereka langsung dibebaskan setelah diperiksa.®
Sebagai akibat dari kurangnya profesionalisme dan

kinerja aparat hukum, banyaknya kasus salah tangkap tidak

dapat dipungkiri antara lain:

. Lemah terhadap pengawasan dan sumber daya manusia di

antara aparat hukum Indonesia.

. Proses revisi undang-undang yang memproteksi hak asasi

manusia dalam prosedur acara (KUHAP) dan KUHP yang

tertunda; dan

. Karena kurangnya pelaksanaan konvensi  menentang

penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang

No. 5 Tahun 1998, banyak kasus salah tangkap terjadi.”*
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan

penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana

adalah sebagai berikut:*

a. Faktor eksternal meliputi:

8 Brigadir Ori Sativa, Subdit Wabprof Program dan
Pengamanan Polda Aceh, wawancara 05 Juli 2019.

81 Fakhrurrozi, “Pencemaran Nama Baik Akibat..,”h. 78

82 Andrian Umbu Sunga, “Tinjauan Terhadap Pemulihan
Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian”,
(Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016
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1. Korban yang salah atau keterangan saksi.

2. Pelaku kembar identik.

3. Tindakan yang kurang profesional dalam

mendeteksi  kejahatan, mengidentifkasi korban,

tersangka dan korelasinya secara lebih komprehensif.
b. Faktor internal meliputi:

1. Proses gerak kerja yang sangat kompleks.

2. Terbatasnnya sumber daya manusia yang

menangani.

3. Proses penyidikan yang sangat sulit.

4. Penuntutan kasus untuk diselesaikan dengan

cepat.

Dengan demikian, penyidik kepolisian yang
bertanggung jawab atas penangkapan tidak sepenuhnya
bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi dalam
kasus penangkapan. Namun, fakor internal penyebab salah
tangkap utama telah diatasi dengan lebih baik. Untuk
menghindari kekeliruan dalam mengenali seseorang Yyang
dapat diselamatkan, pihak eksternal akan lebih baik jika
penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau
identitas terduga bersalah yang diberikan masyarakat itu
benar.
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B. Contoh Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah

Tangkap di Indonesia

Salah satu kasus yang mencuri banyak perhatian,
adalah kasus salah tangkap yang melibatkan seorang yang
bekerja sebagai marbot atau petugas kebersihan sebuah masjid

di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Dalam kasus ini Mbah Oman yang merupakan
seorang marbot sebuah masjid tersebut tiba tiba diringkus oleh
segerombolan orang yang mengaku polisi pada Selasa, 22
Agustus 2017 pukul 09.00 WIB. Oman sempat berontak dan
menyakan kepada polisi tentang perihal kesalahan apa yang
diperbuatnya sehingga ia ditangkap. Kemudian salah satu
anggota polisi yang berpakaian preman menggertak oman dan
mengatakan bahwa oman terlibat pelaku perampokan. Oman
yang tidak merasa melakukan hal itu lantas mengelak karena
tuduhan itu sangat serius dan bukan main-main. Apalagi
tuduhan yang ditujukan pada oman tersebut dilakukan di
lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Polisi mengatakan,
peristiwa perampokan yang dituduhkan Oman terjadi di Dusun
V Dorowati, Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abang Timur,
Kabupaten Lampung Utara. Tepatnya di rumah Budi Yuswo
Santoso atau Haji Nanang di Dusun V dorowati pada Minggu,
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11 Juni 2017, dini hari pukul 02.00 WIB. Pada saat itu rumah

Budi di rampok oleh komplotan maling yang berjumlah 8
orang dan diduga membawa senjata api. Semua penghuni
rumah tidak berkutik sehingga komplotan maling membawa
kabur uang Rp 60 juta, dompet kulit berwarna coklat berisi
ATM BRI, ATM BNI, ATM DANAMON, serta dokumen
penting lainnya dan 3 buku BPKB kendaraan roda empat milik
korban. Setelah melakukan aksinya komplotan perampok
kabur dan berpencar hingga polisi memburu mereka ke
Tangerang. Mbah oman pun di tangkap dan dibawa ke Polsek
Balaraja dan Polda Banten kemudian digelandang ke Polres
Lampung Utara. Korban dianggap melakukan perampokan
beserta tetangga yang bernama Abdul Ghani baru dua bulan
tinggal di kontrakan tak jauh dari tempat tinggal Oman di
Balaraja yang merupakan salah satu pelaku perampokan
tersebut diatas. Sejumlah oknum polisi Reskrim Polres
Lampung Utara yakin Oman merupakan bagian dari
komplotan Abdul Ghani sehingga oman dibawa ke sebuah
perkebunan dan mengalami sejumlah penyiksaan agar
mengakui tuduhan tersebut. Bahkan salah satu oknum anggota

polisi menembakan peluru nya ke bagian kaki dan akhirnya
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karena takut nyawanya melayang, oman pun terpaksa
mengakui apa yang dituduhkan kepada dirinya.®®

Korban dianggap melakukan dan terlibat dalam
perampokan dalam kasus ini, yang menyebabkan korban
ditangkap dan dipaksa mengakui perbuatannya. Sebagaimana
tercantum dalam petikan penetapan No.
1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kotabumi akhirnya memutuskan Oman Abdurrohman, juga
dikenal sebagai Mbah Oman, tidak bersalah dan tidak terbukti
bersalah atas kasus perampokan yang dituduhkannya pada 4
Juni 2018.

Selain kasus salah tangkap diatas berikut, penulis
juga merangkum kasus salah tangkap yang sempat viral
beberapa tahun yang lalu. Peristiwa kasus salah tangkap yang
melibatkan 4 anak pengamen cipulir pada juli 2013 di Jakarta.

Keempat anak tersebut dituduh membunuh sesama
pengamen anak karena berebut lapak mengamen. Mereka
ditangkap tanpa bukti yang sah secara hukum dan, selama
berada di dalam tahanan kepolisian, mereka dipaksa mengaku

dengan cara yang menyiksa. Keempat anak tersebut kemudian

83 https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-
OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/

64



https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/
https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/

diajukan ke pengadilan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
dengan pengakuan dan "skenario" yang mereka buat tentang
bagaimana mereka dipenjara.

Di persidangan, akhirnya terungkap bahwa korban
yang tewas bukanlah pengamen dan pembunuh korban
bukanlah mereka. Mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah
oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131
PK/Pid.Sus/2016 setelah melalui persidangan yang panjang
dan penuh dengan salah putus. Mereka dipenjara selama tiga
tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.
Belum lagi penyiksaan yang mereka alami dari pihak
kepolisian, termasuk dipukuli, ditendang, disetrum, dan
berbagai bentuk penyiksaan lainnya.

Dalam mempertimbangkan keputusan Peninjauan
Kembali, Mahkamah Agung menyatakan “Bahwa alasan
penyiksaan, tidak ada pendampingan penasihat hukum
sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak
sesuai dengan fakta dapat dibenarkan karena para terpidana

masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak

ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau

merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak
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diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan para terpidana

sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban”.

Dengan putusan tersebut, anak-anak yang sekarang
dewasa mengajukan permohonan praperadilan ganti kerugian
terhadap Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Peradilan ini adalah yang kedua setelah Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan memberikan ganti rugi kepada Andro dan
Nurdin, kedua terdakwa lainnya yang saat itu sudah dewasa.
Dalam  keputusan Nomor  98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan kompensasi
sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas
penyiksaan dan penahanan selama tujuh bulan. Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta telah membebaskan dua orang dewasa
yang dituduh membunuh bersama mereka pada 5 Maret 2014
dengan putusan Nomor 50/P1D/201/PT.DKI.

. Contoh Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Terhadap
Korban Salah Tangkap di Indonesia

Secara normatif, upaya hukum harus dilakukan

oleh korban salah tangkap supaya hak-hak korban salah

tangkap tidak teraniaya serta pihak yang melakukan

kesalahanpun dapat mendapat ganjaran atas perbuatannya.
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Untuk menghindari tidak adanya undang-undang
khusus yang melindungi korban salah tangkap, kita harus
mengikuti aturan upaya hukum yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

. Upaya Hukum Biasa

Banding dan Kasasi adalah dua tindakan hukum
yang termasuk dalam upaya hukum umum ini. Banding adalah
tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa
hukumnya karena tidak puas terhadap keputusan Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, yang aturannya
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Pasal 233 hingga 243.

Apabila terdakwa atau kuasa hukumnya tidak puas
terhadap keputusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan
Tingkat Ke-2, mereka dapat mengajukan kasus terhadap
Mahkamah Agung. Proses ini diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Pasal 244
hingga 258 (b).

. Upaya Hukum Luar Biasa

Masalah peninjauan kembali termasuk dalam hal
ini. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang
bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan

putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan
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yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut
merupakan sifat manusia, termasuk hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara. Undang-undang memberikan
kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk
memperoleh keadilan dengan menyadari kemungkinan adanya
kesalahan atau kekeliruan tersebut.

Jika ada bukti baru (novum) yang menunjukkan
bahwa terdakwa atau terpidana tidak bersalah atau bahwa ada
kesalahan dalam putusan Mahkamah Agung yang telah
berkekuatan hukum tetap atau incracht, Peninjauan Kembali
dapat diajukan. Namun, perlu diingat bahwa upaya Peninjauan
Kembali tidak menghentikan atau menunda eksekusi putusan

yang telah incracht.

. Pra Peradilan
Menurut Pasal 1 huruf 10 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah tugas Pengadilan

Negeri untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal berikut:

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atas
permintaan tersangka, keluarganya, pihak lain atau
kuasanya;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

untuk menjaga hukum dan pengadilan;
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c. Sah atau tidaknya permintaan tersangka, keluarganya, atau
pihak lain atas kuasanya untuk ganti kerugian atau
rehabilitasi yang prkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, praperadilan
juga dapat dilakukan atas tindakan penyitaan yang tidak
memiliki alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan
lain tanpa alasan yang sah karena kekeliruan orang atau
hukum yang berlaku.

Bab XII Bagian Kesatu dari Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana mengatur penggantian kerugian. Dalam
Pasal 1 butir 22, diperhatikan bahwa hak seseorang untuk
mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya dengan imbalan
uang karena ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan orang tersebut,
atau karena hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur
oleh undang-undang ini.

Dijelaskan dalam pasal di atas bahwa ganti rugi
adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian yang
disebabkan oleh upaya paksa yang tidak berdasar hukum yang
menyebabkan kehilangan kebebasan. Sangat wajar jika negara
bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi karena upaya

paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum negara. Namun,
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pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan upaya pra
peradilan untuk menentukan legalitas upaya paksa adalah
sebagai berikut:

1. Tersangka

2. Keluarga tersangka

3. Ahli waris tersangka

4. Kuasa hukum tersangka

5. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Balaraja,
merupakan kisah nyata tindak kekerasan aparat penegak
hukum dalam melakukan proses penyidikan terhadap
tersangka pencurian, Selasa, 22 Agustus 2017 Sekitar jam
09.00 WIB, bertempat di Balaraja, telah dilakukan
penangkapan terhadap mbah Oman. Tindakan penangkapan
yang dilakukan oleh anggota Polsek Balaraja yang tidak
memiliki Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah
Penangkapan, serta menodongkan pistol dan menembakan satu
peluru yang mengenai lutut Mbah Oman. Karena itu, tindakan
tersebut melanggar persyaratan:

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1) yaitu:
Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas
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dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada
tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan
penangkapan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang
dipersangkakan serta lokasi penangkapan.

Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, “Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya

segera setelah penangkapan dilakukan”.

. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 12
Tahun 2009) Pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap
tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas
dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan

oleh atasan penyidik yang berwenang”.

Mengenai penyelesaian kasus korban salah tangkap
terhadap mbah Oman yaitu dengan mengajukan Pra Peradilan
yang akhirnya bisa di menangkan dalam persidangan tersebut
dan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 220 juta pada hasil
praperadilan yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2019 di

Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara.
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Dalam salinan keputusan sidang praperadilan
dengan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, dinyatakan bahwa
pemohon Oman Abdurohman, juga dikenal sebagai Mbah
Oman bin Kasnan, melawan termohon | dan I, yaitu
Pemerintah Republik Indonesia, Polda Lampung, Polres
Lampung Utara, Polsek Abung Timur, Kejagung Republik
Indonesia, Kejati Lampung, dan Kejari Lampung Utara,
memenangkan persidangan. Selain itu, keputusan tersebut
menetapkan bahwa termohon | dan Il harus membayar
kerugian yang dialami Mbah Oman sebesar Rp 220 juta dalam

bentuk barang dan jasa.
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BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN SALAH
TANGKAP MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak
Pidana Salah Tangkap Menurut Hukum Positif

Banyak tindak pidana yang terjadi di Indonesia,
termasuk salah tangkap atau kesalahan pada orang lain,
semakin banyak terjadi di tengah mobilitas masyarakat yang
semakin luas di Indonesia. Bahkan, seringkali salah tangkap
menimpa orang yang sama sekali tidak mengetahui peristiwa
tindak pidana. Korban salah tangkap, di sisi lain, dipaksa
untuk mengakui tindakan yang diduga dilakukan terhadapnya.

Agar tindakan hukum dapat berjalan sesuai aturan,
prosedur penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak
pidana dalam KUHAP memiliki prosedur operasional standar
(SOP) tertentu. Banyak pendapat akan muncul jika penegak
hukum dalam kasus ini tidak mengikuti prosedur hukum acara.
Ada aturan atau elemen yang harus diperhatikan oleh penegak
hukum saat mereka menangkap orang yang diduga melakukan
pelanggaran pidana. karena semua warga dilayani dengan cara

yang sama di mata hukum. Hak tersangka untuk memperoleh
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perlakuan manusiawi adalah contoh kecil dari elemen yang
sangat penting.

Bab V Bagian Satu, Pasal 16 hingga 19 dari Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai dasar

untuk proses penangkapan.®*

Prosedur pertama untuk melakukan penangkapan

diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, yaitu:

. Penyidik melakukan penangkapan atas perintah penyidik
berwenang

. Penyidik dan pembantu berwenang melakukan penangkapan
untuk kepentingan penyelidikan.

Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM
yang sistematis dan sangat serius. Oleh Kkarena itu,
penangannya harus tidak biasa. Selain itu, korban memiliki
hak untuk menuntut para penegak hukum yang bersalah untuk
menghukum mereka secara pidana dan perdata, seperti karena
penganiayaan, sesuai dengan pasal 351 dan 1365 Kode Hukum

Perdata tentang perbuatan melawan hukum.®® Namun keadilan

8 M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1998, him 25-27
85k oran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tan

gkap.dan.salah
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dan kebenaran harus tersedia untuk semua warga negara di
negara demokrasi. Negara tidak perlu merasa malu atau
dilecenkan oleh publik. Mereka harus mengikuti undang-
undang dengan membayar ganti rugi dan merehabilitasi nama
baik warganya yang menjadi korban salah tangkap.®®

Ada beberapa cara untuk memahami apa itu ganti
rugi dan rehabilitasi:
. Ganti Rugi, Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 8 1981
tentang Ganti Rugi mendefinisikan atau membatasi ganti
kerugian. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk
mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya dengan imbalan
uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan  mengenai orangnya atau hukum  yang
diterapkannya menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. untuk menentukan kapan tuntutan ganti rugi karena
salah tangkap, salah tahan, atau salah penerapan hukum harus
dilakukan. Selanjutnya, Pasal 95 Ayat 3 Tahun 1981 mengatur
tuntutan ganti kerugian, menyatakan bahwa: "Tuntutan ganti

kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diajukan oleh

%http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/
13/Kasus_Salah _Tangkap
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terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan

yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.".®’

. Rehabilitasi, Pasal 1 Butir 23 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 mengatur atau mendefinisikan rehabilitasi. Jika
seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili karena
kekeliruan undang-undang atau karena alasan kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut
cara yang diatur dalam undang-undang, hal itu disebut
rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa apabila seseorang
diputus bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum
yang keputusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
seseorang berhak atas rehabilitasi.®®

Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan
penahanan secara tidak sah diperjelas dengan definisi ganti
kerugian dan rehabilitasi sabagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 1 angka 22 dan 23 KUHAP. Hak yang dimaksud

termasuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas
kerugian yang dialami tahanan, baik materil maupun non-

materil. Selain itu, tersangka atau terdakwa yang ditahan

87 Nawawi, Teknik dan Strategi Membela Perkara Pidana,
(Jakarta: Fajar Agung,1987), Edisi Ke-2, h 32.
% Ibid, h. 39.
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secara tidak sah juga berhak menuntut pemulihan kemampuan,
kedudukan, harkat, dan martabat manusianya yang hilang
sejak dia ditahan.

Pasal 96 KUHAP mengatur bagaimana tuntutan
ganti rugi yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah
dapat diajukan dalam dua cara. Pertama, perkara yang tidak
diajukan ke pengadilan negeri dapat diputus melalui sidang
praperadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP:

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang ini, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa
dan memutuskan, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan,
penundaan penyidikan atau penuntutan,

b. Pengganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.

Dan cara kedua adalah melalui pengadilan yang
berwenang mengadili perkara. Tuntutan ganti kerugian yang
diajukan ke pengadilan dapat diperiksa oleh hakim yang

mengadili perkara pidana, dan pemeriksaannya akan dilakukan
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setelah acara praperadilan.”® Hakim pengadilan negeri
memiliki wewenang untuk memberikan kompensasi dan
rehabilitasi kepada korban akibat kekeliruan terhadap
orangnya; pelanggaran administratif yang dilakukan tanpa
alasan hukum; atau kekeliruan terhadap orang atau hukumnya
yang telah mencapai tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Mekanisme pengajuan rehabilitasi sebagai akibat
penahanan yang tidak sah juga diatur dalam Pasal 97 KUHAP.
Mekanisme ini mengatur rehabilitasi bagi seseorang yang
diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum
yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara
tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri
diputus.”™

Beberapa hal berikut menentukan pemeriksaan
permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi karena
penghentian penyidikan praperadilan yang sah:
Pasal 81: Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau

89 KUHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit:
Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011. Hal 144.
™ |bid, Hal 145.
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rehabilitasi kepada ketua pengadilan negeri dengan
menjelaskan alasan penghentian penyidikan atau penuntutan
yang tidak sah.

Pasal 82: Ketentuan yang tercantum dalam pasal 79, pasal 80,
dan pasal 81 menetapkan waktu dan tempat pemeriksaan

praperadilan untuk hal tersebut:

a. Hakim vyang ditunjuk menetapkan hari
persidangan dalam waktu tiga hari setelah
diterimanya permintaan.

b. Hakim memeriksa dan memutuskan apakah
penangkapan atau penahanan sah, penghentian
penyidikan atau penuntutan sah, dan permintaan
ganti  kerugian atau rehabilitasi  karena
penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
penghentian penyidikan atau penuntutan sah, dan
jika barang yang disita tidak termasuk alat
pembuktian.

c. Pemeriksaan harus diselesaikan segera dan dalam

waktu paling lama tujuh hari hakim harus

membuat keputusan.
d. Jika satu perkara sudah dimulai oleh pengadilan
negeri dan pemeriksaan mengenai permintaan
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belum selesai di praperadilan, permintaan
tersebut gugur. Biasanya, permintaan baru akan

diajukan untuk itu.

e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan
tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan
pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat
pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu
diajukan permintaan baru.

1. Putusan yang dibuat oleh hakim dalam acara praperadilan
mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
Pasal 80, dan Pasal 81 harus menjelaskan dengan jelas
alasan dan dasar dari keputusan tersebut.

2. Isi keputusan harus mencakup hal-hal berikut selain
ketentuan yang disebutkan dalam ayat (2):

a. Penyidik atau jaksa penuntut umum di tingkat
pemeriksaan masing-masing harus  segera
membebaskan tersangka jika keputusan menetapkan
bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah;

b. Jika keputusan menetapkan bahwa penghentian
penyidik atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan
atau penuntutan harus dilanjutkan terhadap
tersangka;
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c. Dalam keputusan yang menetaokan bahwa
penangkapan atau penahanan tidak sah, disebutkan
jumlah kerugian yang ditanggung dan rehabilitasi
yang diberikan;

d. Dalam keputusan yang menetapkan bahwa
penyidikan atau penuntutan dihentikan secara sah
dan tersangka tidak ditahan, disebutkan rehabilitasi
dan menetapkan bahwa barang yang disita tidak
termasuk alat pembuktian, disebutkan bahwa barang
yang disita tidak termasuk alat pembuktian.

3. Seseorang dapat meminta kompensasi untuk kerugian,

termasuk yang disebutkan dalam Pasal 77 dan 95.

Dalam Pasal 83

a) Putusan praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 79,

Pasal 80, dan Pasal 95
b) Dikecualikan, dan ketentuan ayat (1) berlaku untuk

putusan  praperadilan yang menetapkan  bahwa

penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, yang

dapat dimintakan putusan akhir di pengadilan negeri di
daerah hukum yang bersangkutan.

Perbuatan salah tangkap yang terjadi di Indonesia

ini jelas merugikan korban. Dalam kasus salah tangkap yang
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terjadi saat sistem peradilan pidana berjalan dengan alasan
yang tidak tercantum dalam undang-undang atau kekeliruan
mengenai aparatnya atau hukumnya, negara wajib memberi
perlindungan hukum terhadap peristiwa tersebut karena
perlindungan hukum merupakan representasi dari tanggung
jawab negara yang wajib diberikan dan dijamin oleh negara
saat melakukan tugasnya sebagai penyelenggara negara.
Dengan fakta bahwa peristiwa salah tangkap lebih sering
terjadi di Indonesia daripada kesalahan hukum lainnya, warga
negara yang terkena peristiwa salah tangkap berhak untuk
menuntut negara untuk mengganti kerugian atau rehabilitasi
mereka. Dalam KUHAP sendiri, pasal yang jelas menyatakan
bahwa negara bertanggung jawab terhadap warga negara atau
individu yang terkena salah tangkap. Dengan perkembangan
ilmu hukum saat ini, penyelesaian sengketa alternatif juga
dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian selain yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan.”

Dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP
menjelaskan tanggung jawab negara atas peristiwa salah

tangkap. Pasal ini juga menjelaskan tentang ganti kerugian dan

n Mulyadi, Lilik, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik”, Jurnal
Hukum Yustisia, Vol. 2, No.1, (2013): him. 7
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rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah
tangkap yang dilakukan karena pelanggaran hak-hak atau
pelanggaran hukum administratif dan yang diadili tanpa alasan
yang jelas yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pasal 95
dan 96 KUHAP membahas tanggung jawab negara atas ganti
kerugian. Pasal 1 angka 22 KUHAP menjelaskan ganti
kerugian sebagai hak seseorang atau warga negara untuk
mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang diperolehnya
dalam bentuk uang karena telah ditangkap, ditahan, dituntut,
atau diadili tanpa dasar hukum sesuai undang-undang atau
karena kekeliruan yang telah dilanggar.

Namun, pasal 97 KUHAP menjelaskan bentuk
tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi terhadap individu
atau warga negara yang salah tangkap. Pasal 1 angka 23
KUHAP mengartikan rehabilitasi sebagai hak individu atau
warga negara yang sedang menjalankan proses peradilan
pidana untuk mendapatkan kembali haknya dalam
kemampuan, martabat, dan martabatnya karena telah
ditangkap dan diproses tanpa hak.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1982 tentang
Pelaksanaan KUHAP, yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto,

termasuk peraturan yang mengatur kompensasi terhadap
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korban salah tangkap selama proses peradilan pidana.
Peraturan ini kemudian direvisi oleh Presiden Jokowi pada
tahun 2015 menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015,
yang merupakan perubahan kedua dari PP No. 27 Tahun 1982.

Ada beberapa hal penting yang dipelajari dari PP
Nomor 92 Tahun 2015 untuk korban salah tangkap di
Indonesia. Sesuai dengan pasal 77 huruf b dan pasal 95
KUHAP, negara dapat memberikan kompensasi sebesar Rp.

500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 100.000.000

(seratus juta rupiah), serta kompensasi untuk luka berat yang
dialami oleh korban salah tangkap.

Negara yang bertanggung jawab harus membayar
ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal
keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa
ganti rugi dapat diterima oleh pemerintah.

Dalam angka 3 alinea 3 huruf d Penjelasan Umum
Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP), istilah "wajib"
digunakan  untuk  menunjukkan bahwa  memberikan
kompensasi kepada orang yang salah ditangkap, ditahan, dan
sebagainya adalah wajib “Kepada seorang yang ditangkap,

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
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undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti
kerugian dan seterusnya.”

Di satu sisi, hak untuk menuntut ganti rugi atas
tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik,
penyidik, penuntut umum, dan hakim diatur dalam KUHAP
seperti yang disebutkan di atas. Di sisi lain, hak tersebut juga
dapat memberikan kerugian kepada orang yang telah dirugikan
oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para
penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Sifat positifnya adalah bahwa kerugian yang
diderita tersangka atau terdakwa dapat dipulihkan kembali
dalam waktu yang relatif singkat, karena hakim harus
memberikan putusan dalam waktu selambat-lambatnya
sepuluh hari setelah tersangka atau terdakwa mengajukan
permohonan, yang mengikuti acara praperadilan.

Jika terdakwa atau tersangka harus mengajukan
gugatan menurut hukum acara perdata yang biasanya
memakan waktu berbulan-bulan belum lagi jika tergugat,
dalam hal ini pemerintah, meminta banding ke pengadilan

tinggi dan kemudian meminta kasasi ke Mahkamah Agung.
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Sifat negatifnya adalah bahwa jumlah ganti rugi
yang dapat dibayarkan berdasarkan alasan-alasan yang
tercantum dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP hanya
dapat mencapai nilai sekurang-kurangnya Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah). Ini berbeda dengan kerugian yang sebenarnya yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum yang diatur dalam
pasal 9 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983."

Dalam contoh kasus diatas tersebut, keluarga
korban mengajukan praperadilan terhadap penangkapan
karena tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah tindakan
ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Karena
Mbah Oman adalah wiraswasta yang hidupnya bergantung
pada gaji yang dia terima dari pekerjaannya, dia menerima
kompensasi.

Polisi Lampung Utara memberikan ganti rugi

kepada korban, tetapi tidak melalui proses peradilan atau

2p AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan
KUHAP Menurut lImu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi,
Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him.246-257
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sesuai dengan undang-undang. Akibatnya, hak korban belum
terjamin sepenuhnya dan sumber dana pemberian ganti rugi
tidak diketahui. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan
terkait kinerja aparat kepolisian terkait kasus salah tangkap
atau kesalahan orang yang dilakukan oleh anggota kepolisian
dari Polda Lampung Utara tidak merupakan tindak pidana
karena tidak dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain,
seseorang harus menghendaki dan menginsafi tindakan
tersebut dan/atau akibatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa sengaja berarti ingin dan tahu apa yang harus
dilakukan. Orang yang melakukan tindakan dengan sengaja
tidak hanya menginginkan tindakan itu, tetapi juga mengetahui
atau menyadari apa yang dilakukan itu dan akibatnya. Namun,
tujuan penangkapan penyidik dari Polda Sulteng adalah untuk
mengumpulkan alat bukti, seperti yang diatur dalam KUHAP.

Untuk meringankan penderitaan korban,
pemerintah dapat memberikan ganti rugi kepada korban salah

tangkap atau salah tahan. Tujuan untuk memberikan

kompensasi ini sejalan dengan pendapat Gelaway, yang
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mengusulkan lima tujuan untuk memberikan kompensasi
kepada korban, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kesulitan yang dialami oleh korban.

2. Menjadi bagian dari pengurangan hukuman yang akan
dijatuhkan.

3. Menjadi salah satu metode untuk merehabilitasi terpidana.
4. Mempercepat proses peradilan.

5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi yang disebabkan
terhadap tindakan balas dendam oleh masyarakat.”

Dengan revisi ini, hak-hak korban salah tangkap
dapat dipenuhi dan mereka dapat memiliki akses ke keadilan.
Ini juga membuat prosesnya lebih mudah dan sederhana,
sehingga korban salah tangkap dapat dengan mudah
mendapatkan ganti rugi. Tujuan utama dari Ganti Kerugian di
atas adalah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan
kepada korban sebagai anggota masyarakat. Untuk
melaksanakannya, tolak ukurnya adalah dengan memberi
korban kesempatan untuk mengembangkan hak dan

kewajibannya sebagai manusia.

™ Rena Yulia, Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap
korban kejahatan,(Yogyakarta: Graha IImu, 2010), him. 59.
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Andi Sofyan dan Abd. Asis berpendapat bahwa
asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas dalam hukum
acara pidana yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia yang ditegakkan. Asas ini termasuk dalam
asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap
orang Yyang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 23 dan
Pasal 1 angka 22 KUHAP, hak untuk menuntut ganti kerugian
dan rehabilitasi terkait dengan salah tangkap, salah tahan, dan
salah tuntut, serta tindakan pengadilan yang tidak sesuai
dengan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang yang
diadili (error in persona).

Dengan mempertimbangkan prinsip praduga tak
bersalah, seharusnya tidak ada lagi kesalahan dalam
penangkapan, penahanan, penuntutan, dan keputusan seperti
yang menimpa korban yang salah tangkap oleh Kepolisian
Republik Indonesia, yang haknya untuk hidup bebas dikurangi

karena ditahannya tanpa alasan yang jelas.
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B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak

Pidana Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam
Al-Quran dan  As-sunnah  berulang  kali

menganjurkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Di antara

firman Allah SWT tentang keadilan dalam hukum Islam

adalah™:

T J —. _ s W2 sy o8 AV
SEFr A gk Ludly Gegd 58 sl Gl @l

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.
Jika ia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti

™ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,
(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971)
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terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa
(4):135)
Oleh karena itu, syari‘at Islam diciptakan untuk

melaksanakan tujuan-tujuan itu melalui  penggunaan
kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain
itu, ia memungkinkan pengadilan untuk menetapkan hukuman
untuk tindakan yang dianggap jahat atau melanggar
kepentingan umum. Tidak ada undang-undang yang dapat
diterapkan dalam setiap kasus kecuali melalui proses
peradilan.”

Dalam proses peradilan, baiknya seorang penegak
hukum berhati-hati saat mengadili suatu perkara pidana agar
putusannya tidak salah, karena lembaga pengadilan ini diberi
kebebasan dan kebajikan sepenuhnya oleh Islam untuk
menjamin keadilan. Tugas seorang hakim adalah menentukan
salah atau tidak berapa besar sanksi yang akan diterima
seseorang dalam suatu perkara, yang merupakan bagian
penting dari proses peradilan.”® ada sebuah hadist yang

menyatakan:

™ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam:
Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press,
2003), him. 57-58

76 Muh. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa
Imron A.M, cet. Ke 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), him. 29
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Riwayat Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,
hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan
kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar,
bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim
jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik
daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR. Al-
Tirmidzi)”’

Hakim yang salah dalam memberikan pemaafan
pada dasarnya jauh lebih baik daripada hakim yang salah
dalam menjatuhkan vonis hukuman.” Jadi, untuk membuat
keputusan, hakim harus menggunakan ijtihad mereka, seperti
yang dijelaskan dalam Hadist tentang pahala seorang hakim
yang memutuskan masalah dengan pengetahuan terbaiknya,
terlepas dari kesalahan atau kebenaran keputusannya.

“Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat hasil ijtihadnya,

7 Lihat Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, jilid 2, him. 438-439
8 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH,
2016), him. 22
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maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad
tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu
pahala.”"™
Karena hukum pidana Islam memberikan jaminan
bagi terdakwa selama tahap pemeriksaan di pengadilan, salah
satunya adalah hak untuk meminta ganti rugi karena keputusan
pengadilan yang salah. Jika seorang hakim atau aparat
kepolisian secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah
dia berhak atas kompensasi dari baitul maa, atau
perbendaharaan negara, selain memiliki hak untuk banding
dan mengklaim kepada wali al-Mazalim. Hakim harus dipecat
jika sengaja bertindak tidak adil dan membuat keputusan yang
tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat,
kaya, atau berkuasa. Korban juga berhak atas ganti rugi dari
hakim.®
Dalam kasus salah tangkap ini penyidik kepolisian
sering melakukan kekerasan, contohnya korban salah tangkap

mengalami cedera akibat dipukul, ditendang, atau ditembak di

" Muh. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa
Imron A.M, cet. Ke 4, him. 29

% Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam:
Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, him. 63
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bagian lutut kanannya. Dalam kasus ini, hukum pidana Islam
menganggapnya sebagai diyat penganiayaan.

Hukum Pidana Islam memberikan jaminan bagi
korban salah tangkap selama pemeriksaan di pengadilan,
terutama hak untuk meminta ganti rugi karena keputusan
pengadilan yang salah. Jika hakim membuat keputusan yang
salah tanpa disengaja, korban berhak atas ganti rugi dari baitul
maal (penyimpanan negara) serta hak untuk banding kepada
wali al-Mazalim. Jika hakim sengaja bertindak tidak adil dan
membuat keputusan yang salah, hakim tersebut dipecat dan
korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.®

Denda tidak ditentukan wajib dalam tindak pidana
selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki gishash dan
tidak memiliki denda yang ditentukan. Denda yang tidak
ditentukan ini disebut hukumah atau hukumah al'adl oleh para
fugaha. Menurut imam yang empat, hukuman adalah
menghitung nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai,
kemudian menghitung nilai tersebut setelah luka dan setelah
sembuh. Setelah prosentase kekurangannya diketahui diyat

dihitung sesuai dengan prosentase kekurangannya tersebut.

& Anggun Proyoga Swara, skripsi, ‘Ganti Kerugian Salah
Tangkap Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif’, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2022:Jakarta), him 55-57
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Diyat tersebutlah yang menjadi hak dari korban. Namun,
ketidakmampuan untuk mencapai denda luka yang sudah
ditentukan merupakan syarat untuk hukuman.

Semua jenis pemukulan dan pencederaan, atau
melukai, akan menerima ganti rugi berupa diyat penuh atau
arsy, karena Allah telah menetapkan hukuman sesuai dengan
akibatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pelaku
melakukannya dengan sengaja atau tidak. Pencederaan atau
pemukulan harus dianggap sebagai tindak pidana jika
menyebabkan kematian atau gangguan berkepanjangan. Jika
menyebabkan  penyakit atau ketidakmampuan  untuk
melakukan pekerjaan layaknya manusia normal, maka tindak
pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana sesuai tingkat
penyakit atau ketidakmampuan tersebut.®?

Untuk tindak pidana yang tidak memiliki gishas
dan tidak memiliki denda yang ditentukan, denda yang tidak
ditentukan disebut hukumah atau hukumah al-'adl oleh para
fugoha. Hak bagi korban adalah diyat. Namun, hukuman yang
diisyaratkan tidak mencapai denda luka yang sudah

ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa banyak

8 Ahmad Al-Mursi Husai Jauhari, Magashid Syari’ah, Jakarta:
AMZAH, 2009, him. 62
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diyat yang diberikan kepada korban penganiayaan yang salah
tangkap luka yang dialami korban harus dihitung.

Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah diyat
yang diberikan kepada korban salah tangkap yang mengalami
penganiayaan, perlu dipertimbangkan jenis luka yang dialami

korban dan jumlah diyat yang diberikan kepada korban.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada
bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap
dan menahan orang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
adalah pengembalian hak-hak salah tangkap yang berkaitan
dengan besaran jumlah ganti rugi sesuai dengan pekembangan
masyarakat, prosedur, lamanya waktu pengajuan dan
pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti
rugi, yang merupakan hak yang diberikan negara terhadap
korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan,
dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan
yang dibenarkan oleh undang-undang, atau karena hukum
yang diterapkan oleh penegak hukum menjadi keliru.
Memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, keuntungan,
kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban adalah tujuan
utamanya. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada penyidik
melalui pernyataan maaf terbatas dan terbuka, serta sanksi
yang diberikan oleh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, terdakwa memiliki hak untuk
meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang
hakim secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah,
terdakwa berhak atas kompensasi dari baitul maal
(perbendaharaan negara) selain memiliki hak untuk banding
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dan mengadu kepada wali al Mazalim. Jika korban salah
tangkap mengalami pemukulan dan pencederaan (melukai),
terdakwa berhak atas kompensasi dari perbendaharaan negara.

Saran

Penulis dapat memberikan rekomendasi berikut
berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas tentang
tindak pidana Salah Tangkap (Error in Persona):

Pemerintah diharapkan untuk memberikan perlindungan
hukum yang maksimal dan menyeluruh terhadap korban
tindak pidana salah tangkap, bekerja sama dengan pihak
terkait dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan
perlindungan tindak pidana salah tangkap, dan menerapkan
sanksi tegas terhadap pelaku salah tangkap dengan mengawasi
kebijakan yang telah diberlakukan.

Para penegak hukum Indonesia harus lebih cermat dalam
setiap langkah, mulai dari penangkapan hingga penyidikan dan
penyelidikan hingga penetapan atau vonis.

Penutup

Penulis bersyukur Alhamdulillah kepada Allah
SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah, dan taufiq
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis
menyadari bahwa kesalahan dan kekeliruan telah terjadi
selama proses penulisan skripsi ini. Ini hanya karena
pengetahuan dan kemampuan penulis yang terbatas. Oleh
karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang
bermanfaat dari berbagai sudut pandang untuk membantu
perbaikan di masa depan.
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